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ABSTRAK

Ariady, (2021): Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Jalan Tani
sebagai Pelaksanaan atas Asas Tugas Pembantuan
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008
Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Studi
di Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten
Kampar).

Peranan kepala desa dalam tugas pembantuan dapat dilihat dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Seiring berjalannya pemerintahan desa Ranah telah membangun jalan tani sebagai
pelaksanaan atas asas tugas pembantuan ini yang terlaksana, pemerintah desa
menemukan masalah yang baru mengingat letak geografis Desa Ranah yang
rawan bencana seperti banjir yang menyebabkan jalan tani yang telah terbangun
menjadi rusak sedangkan pembangunan jalan di desa Ranah sendiri belum merata.
Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa dihadapkan oleh sebuah pilihan
dalam melaksanakan peranannya pada pembangunan di desa, yakni melakukan
pembangunan disektor lain atau memperbaiki jalan tani yang rusak akibat
bencana. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah pada
skripsi ini adalah 1) peranan kepala desa dalam pembangunan jalan tani sebagai
pelaksanaan atas asas tugas pembantuan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Desa Ranah
Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, 2) kendala yang dihadapi kepala desa
dalam pembangunan jalan tani sebagai pelaksanaan atas asas tugas pembantuan di
Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan
teknik analisis data yaitu kualitatif (penelitian yang berbentuk pertanyaan, uraian,
deskripsi, yang mengandung satu makna dan nilai tertentu). Sumber data yang
peneliti gunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dari observasi
ketempat penelitian , dan wawancara secara langsung kepada informan ditempat
penelitian dan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan
internet. Metode pengumpulan data peneliti menggunakan dengan cara observasi
dan wawancara. Dan teknik pengambilan sampel yang peneliti gunakan adalah
teknik purposive sampling. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan
menunjukkan bahwa peranan kepala desa dalam pembangunan jalan tani sebagai
pelaksanaan atas asas tugas pembantuan tidak sesuai dengan yang tertuang dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008. Dan kendala dalam peranan yang
dihadapi oleh kepala desa adalah sistem pengajuan atas pelaksanaan tugas
pembantuan yang sangat sulit dikarenakan memerlukan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan apa yang terjadi
di desa. Kemudian kendala berikutnya adalah masalah perbaikan, dikarenakan
anggaran desa yang dipergunakan dalam perbaikan jalan tani yang rusak
mengakibatkan terhambatnya perbaikan jalan tani, hal ini disebabkan kepala desa
yang lebih berfokus dalam pembangunan desa dalam aspek yang lain.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. ~Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk pemeritahan daerah, istilah
otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni autos yang berarti
sendiri dan nomos yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat
perundang-undangan sendiri (zelfwetgeving), namun dalam perkembangannya,
konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti zelfwetgeving (membuat perda-
perda), juga utamanya mencakup zelfbestuur (pemerintahan sendiri).Van Der Pot
memahami konsep otonomi daerah sebagai eigen huishouding (menjalankan
rumah tangga sendiri).

Menurut Salam, Istilah otonomi secara etimologi berasal dari kata bahasa
Yunani, yaitu auto (sendiri), dan nomos (peraturan) atau “undang-undang”. Oleh
karena itu menurut Muslimin bahwa “otonomi” diartikan sebagai pemerintahan
sendiri.?

Menurut Fernandez pengertian otonomi adalah pemberian hak, wewenang,
dan kewajiban kepada daerah yang memungkinkan daerah tersebut dapat
mengaturdan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya
gunadan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan

terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.®

! M. Laica Marzuki, Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Buku Kesatu, Edisi Revisi Cetakan
Kedua, (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi R1, 2006) h. 161.

% Dharma Setyawan Salam, Otonomi Daerah, Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan
Sumber Daya, cet. 2, (Bandung: Djambatan, 2004), h. 88.

* Ibid., h. 89



Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah hak,
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.*

Otonomi  daerah jika dilihat dari sudut wilayahnya, maka
penyelenggaraannya ditentukan dalam batas-batas wilayah yang ditentukan
pemerintah pusat. dilihat dari substansi (materi) penyelenggaraan otonomi daerah,
hal dimaksud ditentukan oleh sistem rumah tangga (huishouding) otonomi daerah
yang diadopsi. Dikalangan para sarjana, istilah yang diberikan terhadap
pembagian urusan antara pusat dan daerah dalam konteks otonomi ternyata tidak
sama. R. Trena menyebut dengan istilah “kewenangan mengatur rumah tangga”.
Bagir Manan menyebut dengan istilah “sistem rumah tangga daerah”. Josep Riwu
Kaho memberi istilah “sistem”. Moh. Mahfud MD memakai istilah “asas
otonomi”. Meskipun yang dipergunakan berbeda-beda, mereka berpijak pada
pengertian yang sama bahwa ajaran-ajaran (formal, material, dan riil) menyangkut
tatanan yang berkaitan dengan cara pembagian wewenang, tugas, dan tanggung
jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan
daerah.’

Dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia ada tiga asas pokok yang
berkembang yakni desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat

kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Dekonsentrasi adalah

* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
®> Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Cetakan Ke II, (Bandung: Nusa Media,
2010), h. 83.



pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di
wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai
penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Dan tugas pembantuan adalah
penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan
sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau
dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
provinsi.®

Selain itu Menurut pandangan Joeniarto ,bahwa disamping pemerintah
daerah berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, kepadanya
dapat diberi tugas pembantuan (medebewind, sertatantra). Sedangkan tugas
pembantuan ialah ikut melaksanakan urusan pemerintah atau pemerintah lokal
yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga tingkat atasnya.Sedangkan
menurut Husein, bahwa Tugas pembantuan berarti ikut sertanya daerah otonom
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peraturan pusat.”’

Menurut Koesoemahatmadja, bahwa dalam menjalankan tugas pembantuan
(medebewind), urusan yang dijalankan pemerintah daerah tetap merup akan
urusan pemerintah pusat, tidak beralih menjadi urusan pemerintah daerah. Akan
tetapi, dalam cara pelaksanaannya diserahkan kepada daerah yang menerima

tugas pembantuan.®

® Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

" Wasistiono Sadu & Irwan Tahir, Prospek Pengembangan Desa ,(Bandung: CV.
Fokusmedia, 2006), h. 7

® Ibid.,



Dalam hal tugas pembantuan pemerintah pusat dapat memberikan tugas
pembantuan kepada pemerintahan provinsi atau kabupaten/ kota dan/ atau
pemerintahan desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah
pemerintahan.® Yang artinya pemerintahan desa mendapatkan peran yang sangat
besar dalam menyelenggarakan asas tugas pembantuan yang diberikan oleh
pemerintah pusat atau pemerintahan provinsi dan / atau pemerintahan kabupaten/
kota.

Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah
kecamatan, yang dipimpin kepala desa. Desa menurut H.A.W. Widjaja adalah
sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan
hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan
desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan
pemberdayaan masyarakat.'

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah
desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masayarakat setempat
berdasarkan praksarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."*

Kepala desa adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat desa yang bertugas

% Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
10 HAW Widjaja, Pemerintahan Desa/Marga, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 3.
' Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa



menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa,
pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam penugasan tugas pembantuan kepada pemerintahan desa, kepala desa
merupakan penyelenggara dan mengkoordinasi bawahannya serta Badan
Permusyawaratan Desa dalam menyelenggarakan tugas pembantuan.

Salah satu contoh tugas pembantuan adalah Program yang dilaksanakan
adalah program Kementrian Pertanian yakni pembangunan jalan usaha tani. Jalan
usaha tani adalah prasarana transportasi pada kawasan pertanian (tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan rakyat dan peternakan), untuk memperlancar mobilitas
alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan
mengangkut hasil produk pertanian dan lahan menuju tempat penyimpanan,
tempat pengolahan atau pasar.*?

Desa Ranah merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kampar
Kabupaten Kampar Riau. Desa ini memiliki penduduk dengan mata pencaharian
yang beragam seperti petani perkebunan, pedagang, dan petani tambak ikan. Salah
satu yang terbesar adalah petani perkebunan, dan ini yang menjadi alasan desa ini
termasuk desa yang menerima tugas pembantuan dari pusat tepatnya Kementerian
Pertanian yakni program pembangunan jalan usaha tani.

Dari segi geografis Desa Ranah merupakan desa yang dikelilingi oleh
Sungai Kampar yang apabila curah hujan tinggi sungai akan meluap dan
mengakibatkan sebagian desa terendam, hal inilah yang menyebabkan jalan usaha

tani yang telah terbangun menjadi retak dan rusak. Dalam kurun waktu 2017

12 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementrian Pertanian, Konsep Pedoman
TeknisPengembangan Jalan Pertanian, (Jakarta, 2012), h. 4



sampai 2018 telah terjadi banjir yang merendam beberapa sektor di Desa Ranah,
hal ini menyebabkan lobang-lobang di jalan usaha tani bahkan ada bagian jalan
yang sedikit hancur akibat terendam air dengan arus yang kuat sehingga akses
para petani menjadi kurang lancar.

Jalan usaha tani yang telah rusak akibat terendam banjir tentu tidak
langsung diperbaiki, dikarenakan memerlukan waktu dan dana yang cukup besar
agar jalan usaha tani kembali seperti semula. Ditambah lagi dengan masyarakat
yang tidak paham bahwa jalan tani hanya ditujukan kepada para petani, hal ini
dapat dilihat dari banyaknya masyarakat non petani yang memakai atau melewati
jalan tani dengan beban yang besar. Dampak akan hal itu terlihat dengan
ditemukannya banyaknya kerikil dibagian yang rusak, hal ini tentu berpengaruh
terhadap akses mobilitas para petani. Yang mana tujuan pembangunan jalan usaha
tani itu salah satunya agar para petani dapat mengakses tempat pertanian lebih
lancar dan terhindar dari gangguan seperti kecelakaan yang bisa saja terjadi akibat
kerikil dari jalan rusak tersebut, diikarenakan masih banyak petani yang
membawa hasil taniannya menggunakan kendaraan roda dua.

Tentu hal ini menjadi pekerjaan rumah Desa Ranah sebagai desa yang
melaksanakan asas tugas pembantuan dari pusat tepatnya dari Kementrian
Pertanian. Ditambah lagi pembangunan jalan usaha tani yang belum merata,
berefek pada bertambahnya beban dari pemerintahan desa terutama kepala desa
sebagai pemimpin pemerintahan desa.

Kepala Desa Ranah memegang peranan penting Yyakni melihat

pembangunan jalan tani sebagai pelaksanaan tugas pembantuan ini sesuai dengan



peraturan yang berlaku dan juga kepala desa dihadapkan dengan dua pilihan
kebijakan yakni memperbaiki jalan usaha tani yang rusak akibat banjir dan
membangun insfratruktur jalan usaha tani baru disektor pertanian yang lain.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang PERANAN
KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN JALAN TANI SEBAGAI
PELAKSANAAN ATAS ASAS TUGAS PEMBANTUAN MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG
DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN STUDI DI DESA
RANAH KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR.

Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penulisan yang akan penulis
teliti adalah peranan kepala desa dalam melaksanakan asas tugas pembantuan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan di Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar
yang meliputi peranan kepala desa dalam pembangunan jalan tani sebagai
pelaksanaan atas asas tugas pembantuan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang akan menjadi rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan kepala desa dalam pembangunan jalan tani sebagai
pelaksanaan atas asas tugas pembantuan menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Desa

Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar?



2. Apa saja kendala yang dihadapi kepala desa dalam pembangunan jalan tani
sebagai pelaksanaan atas asas tugas pembantuan di Desa Ranah Kecamatan
Kampar Kabupaten Kampar?

D. -Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui peranan kepala desa dalam pembangunan jalan tani
sebagai pelaksanaan atas asas tugas pembantuan menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan di Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi kepala desa dalam
pembangunan jalan tani sebagai pelaksanaan atas asas tugas pembantuan
di Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

2. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis dan praktis adalah sebagai
berikut:
a. Secara teoritis
1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu
hukum terutama yang berkaitan dengan masalah tugas pembantuan
oleh pemerintahan desa berupa pembangunan jalan tani.

2) Sebagai referensi serta bahan masukan bagi pihak-pihak yang

melakukan kajian untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.



C.

Secara praktis

1)

2)

3)

Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah
wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terutama dalam
masalah pemerintahan desa khususnhya peranan kepala desa dalam
pembangunan jalan tani sebagai pelaksanaan atas asas tugas
pembantuan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008
tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Desa Ranah
Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
informasi terkait bagaimana peranan serta kendala yang dihadapi
kepala desa dalam pembangunan jalan tani sebagai pelaksanaan atas
asas tugas pembantuan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 2008 tentang Dekonsentarasi dan Tugas Pembantuan di Desa
Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Bagi instansi atau pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan masukan (input) yang berguna dalam memberikan

pertimbangan untuk mengambil kebijakan.

E. “Metode Penelitian

il

Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis

yaitu peneliti akan langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer
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dan data sekunder melalui wawancara yang kemudian akan dijadikan bahan
dalam penulisan penelitian ini.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu bukan berbentuk angka
atau nominal tertentu tetapi lebih sering berbentuk pertanyaan, uraian,
deskripsi, yang mengandung satu makna dan nilai tertentu yang diperoleh
melalui instrument panggalian data khas kualitatif seperti wawancara,
observasi, analisis dokumen dan sebagainya.*®

Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan maksud
untuk memberikan data yang yang seteliti mungkin mengenai keadaan yang
sesuai dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini bukan berupa data
secara statistic ataupun nominal kuantifikasi, melainkan deskriptif hasil
temuan dilapangan.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian, maka
penelitan ini dilaksanakan di Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten
Kampar, dimana titik pengambilan data penelitian bertempat di Kantor Desa
Ranah.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data
sekunder dan data tertier:

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik

melalui observasi, wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen

¥ Haris Herdiansyah, Wawancara Observasi dan Focus Grop Instrumen Penggalian Data
Kualitatif, ( Jakarta: Rajawalipers, 2013), h. 10.
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tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti** yang berkaitan dengan

penelitian ini.

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi,

buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian

dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-

undangan® yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. Data

sekunder dapat dibagi menjadi:

1)

2)

3)

Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan
perundang undangan yang terkait dengan objek penelitian.’® Seperti,
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan
Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan
ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini."’
Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai
bahan hukum premier atau bahan hukum sekunder yang berasal dari

kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.*®

4 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 106

¥ pid.,
18 1bid.,
T bid.,
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4. Populasi dan sampel

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala
atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang yang akan diteliti.’® Populasi
juga dapat diartikan keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang
sama, dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian,
kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.”

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.** Dalam
penelitian umumnya wawancara ataupun observasi dilaksanakan terhadap
sampel. Pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu
bagian representatif dari sebuah populasi. Penelitan sampel sendiri
merupakan cara penelitian yang dilakukan hanya terhadap sampel-sampel
dari populasi saja.?> Dan untuk memilih sampel yang representatif maka
diperlukan teknik sampling. Teknik sampling yang peneliti gunakan ialah
teknik purposive sampling yang mana penarikan sampel bertujuan dilakukan
dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu®® ataupun
pertimbangan dari penelitian. Maka yang menjadi populasi dan sampel dalam

penelitian ini adalah:

' 1bid.,

¥ Ronny Hanitiyo Sumitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1990), h. 44

20 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2012), h. 118

*! Ibid., h. 119

22 Ronny Hanitiyo Sumitro, Op. Cit., h. 46

# Ibid., h. 51
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Tabel 1. 1
Populasi dan Sampel
No. | Responden Populasi | Sampel | Persentase
1. Kepala Desa 1 1 100%
2. Sekretaris Desa 1 1 100%
3. Badan Permusyawartan Desa 9 3 33%
4. Lembaga Pemberdayaan 9 9 100%
masyarakat Masyarakat

Sumber Data Olahan Tahun 2021
5. Teknik pengumpulan data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian,
yakni sebagai berikut:
a. Observasi
Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati dan
mencermati* dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di
lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.
b. Wawancara
Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan
untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya atau responden
secara lebih mendalam guna menjawab permasalahan yang penulis

butuhkan.

2% Haris Herdiansyah, Metode Kualitatf untuk IImu-llmu Sosial, (Jakarta: Salemba
Humanika, 2010), h. 106



14

c. Studi kepustakaan
Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-
buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan permasalahan yang diteliti.?
d. Dokumentasi
Dokumentasi adalah mengumpulkan data hasil dokumen atau
berkas yang mendukung dalam penelitian ini.
6. Analisis data

Berdasarkan sifat penelitian analisis data yang digunakan adalah
pendekatan kualitatif yakni data yang diperoleh kemudian dianalisis secara
bersamaan dengan proses pengumpulan data dari wawancara yang diperoleh
kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan
lapangan. Teknis analisis data kualitatif digunakan untuk menggambarkan
secara sitematis fakta-fakta dan data-data yang diperoleh, serta hasil
penelitian baik dari hasil studi lapangan maupun studi literatur.

Data yang telah terkumpul akan diolah dengan menggunakan metode
deduktif. Metode deduktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan
menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa, dan diambil
kesimpulan secara umum ke khusus.

Data yang telah diolah akan disajikan dalam bentuk uraian untuk
kemudian mendapatkan penjelasan mengenai peranan kepala desa dalam

pembangunan jalan tani sebagai pelaksanaan atas asas tugas pembantuan

% Hajar. M, Metode Penelitian Hukum, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Suska Riau, 2011), h. 53
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menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsetrasi

dan Tugas Pembantuan di Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten

Kampar.

F. -Sistematika Penulisan

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi tulisan ini, maka penulis

menggambarkannya dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I :

BAB Il :

BAB III :

BAB IV :

PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
metode penelitian, dan sistematika penulisan.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan lokasi penelitian yang terdiri
dari,sejarah Desa Ranah, profil Desa Ranah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan beberapa yaitu teori otonomi daerah dan
otonomi desa, teori tugas pembantuan, dan teori pelaksanaan.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang bagaimanakah peranan kepala
desa dalam pembangunan jalan tani sebagai pelaksanaan atas asas
tugas pembantuan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
2008 tentang Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan di Desa Ranah

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan apa saja kendala dan
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hambatan dalam pembangunan jalan tani sebagai pelaksanaan atas
asas tugas pembantuan di Desa Ranah.

BAB V : PENUTUP
Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan

dengan hasil penelitian.



BAB |1

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. —Gambaran Umum Tentang Desa Ranah
1. Sejarah Desa Ranah

Desa Ranah merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan
Kampar Kabupaten Kampar. Desa Ranah lahir pada tahun 2008, desa ini
sebelumnya bagian dari Kelurahan Air Tiris yang kemudian mekar menjadi
sebuah desa yang bernama Desa Ranah.

Desa Ranah yang menjadi salah satu desa tertua di Kecamatan Kampar
tentu saja sebanding dengan jumlah penduduknya yang cukup besar. Akibat
dari jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang cukup luas maka para
masyarakat yang diwakili oleh pemuka masyarakat sepakat menginginkan
agar adanya pemekaran terhadap Desa Ranah. Maka selang beberapa waktu
Desa Ranah mekar menjadi 3 desa, yakni satu desa induk dan dua desa hasil
pemekaran, diantaranya:

Desa Ranah : Desa Induk
Desa Bukit Ranah : Desa Pemekaran
Desa Ranah Baru : Desa Pemekaran

Desa Ranah yang terletak ditengah-tengah Kecamatan Kampar
memiliki sebuah keunikan yakni desa ini memiliki wilayah dengan daerah
dataran rendah dan dikelilingi oleh Sungai Kampar. Hal ini mempengaruhi

mata pencaharian penduduk desa ini, antara lain seperti petani perkebunan,

17
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petani tambak ikan, dan pedagang. Desa Ranah menjadi salah satu sentral
produksi ikan di Kabupaten Kampar, dan memiliki ciri khas kuliner berupa
ikan lomak yang berasal dari tambak hasil budidaya para petani tambak ikan.
Dari segi objek wisata, Desa Ranah memiliki satu objek budaya yang berupa
rumah adat suku Bendang. Masyarakat Desa Ranah memiliki adat dan
keagamaan yang masih kental, hal ini dapat dlihat dari beberapa acara adat
yang masih dilakukan sampai sekarang seperti basiacuong, mandi balimau,
calempong dan acara-acara adat yang lainnya.

Keadaan Geografis Desa Ranah

Desa Ranah merupakan daerah dataran rendah yang menyebabkan desa
ini sangat baik untuk melakukan kegiatan pada sektor pertanian dan didukung
dengan iklim curah hujan yang tinggi sehingga tanah di desa Ranah sangat
subur. Hal ini dapat dilihat dengan beragamnya perkebunan yang ada seperti
perkebunan singkong, perkebunan kelapa sawit, kelapa, rambutan, durian,
pohon pinang, padi dan lain-lain.

Desa Ranah memiliki luas wilayah 2585 Ha, yang terdiri atas lahan
permukiman, pertanian, perkebunan, dan perkarangan. Desa ini terdiri atas 4
Dusun, 8 RW dan 16 RT. Dan Desa Ranah berjarak 50 Km dari ibukota
Provinsi Riau. Dari segi gegrafis Desa Ranah mempunya batas-batas wilayah,
sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Kampar
Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bukit Ranah

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Kampar



Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kampar
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Dengan demikian, Desa Ranah memiliki dua jalur akses transportasi

yakni jalur transportasi darat dan jalur transportasi air yakni rakit.

3. Keadaan Demografis Desa Ranah

Berdasarkan data dikantor kepala Desa Ranah yang diambil pada tahun

2021 penduduk Desa Ranah berjumlah 3055 jiwa dengan perincian 1570 laki-

laki dan 1485 perempuan yang terdiri dari 749 kepala keluarga. Berikut

penjabaran yang dirincikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 2

Jumlah Penduduk Desa Ranah berdasarkan Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase

1. Laki-Laki 1570 orang 50,05 %

2. Perempuan 1485 orang 49,95%
Jumlah keseluruhan 3055 orang 100%

Sumber data: Kantor Kepala Desa Ranah Tahun 2021

Berdasarkan tabel jumlah penduduk diatas, dapat diketahui bahwa

jumlah keseluruhan penduduk desa 3055 jiwa dengan jumlah jenis kelamin

laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah jenis kelamin perempuan, yakni

jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.570 jiwa dan jenis kelamin perempuan

berjumlah 1,485 jiwa dengan persentase 50,05% banding 49,95%.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan, pasal 1 ayat (1) pendidikan adalah usaha sadar

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk
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memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan negara.?®

Agar tercapainya pendidikan yang dimaksud Undang-undang diatas
maka butuh wilayah berupa sekolah untuk menunjang pendidikan di wilayah
Desa Ranah terutama bagi para masyarakat. Sehingga di Desa ranah ada
beberapa fasilitas pendidikan, lebih jelasnya dapat diperhatikan tabel dibawah
ini:

Tabel 2. 3
Jumlah Fasilitas Pendidikan Desa Ranah

No Fasilitas Pendidikan Jumlah

Taman Kanak-kanak (TK)/ PAUD 1

Sekolah Dasar (SD) 1

1.
2.
3. | Sekolah Menengah Pertama (SMP) -
4. | Sekolah Menegah Atas (SMA) -

5. | Perguruan Tinggi -

Surﬁber data: Kantor Kepala Desa Ranah Tahun 2021

Dilihat dari fasilitas pendidikan yang ada di Desa Ranah, tampak
dengan jumlah penduduk yang besar jumlah fasilitas pendidikan tidak
sebanding. Namun hal ini tentu menjadi perhatian dari Pemerintah Kabupaten
Kampar untuk menambah fasilitas pendidikan. Karena apabila fasilitas
pendidikan telah memadai maka masalah pendidikan di Desa Ranah akan
teratasi. Agar semua lapisan masyarakat di Desa Ranah peduli dengan

pentingnya pendidikan.

?® Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
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Sumber mata pencaharian penduduk Desa Ranah sebagian besar
mencakup bidang pertanian dan perkebunan. Agar lebih jelas, berikut rincian

tabel mata pencaharian penduduk Desa ranah tahun 2021:

Tabel 2. 4

Jumlah Sumber Mata Pencaharian Penduduk Desa Ranah
No. Mata Pencaharian Jumlah
1. | Petani 403 orang
2. | Pedagang 113 orang
3. | Buruh Harian Lepas 115 orang
4. | Pegawai Negeri Sipil 13 orang
5. | Supir Angkutan 36 orang
6. | Pensiunan 3 orang
7. | Jasa Persewaan 23 orang
8. | Swasta 198 orang
9. | Guru 47 orang
10. | Bidan/ Perawat 10 orang
11. | Buruh 124 orang

Sumber data: Kantor Kepala Desa Ranah Tahun 2021

Berdasarkan tabel sumber mata pencaharian diatas, petani menjadi
sumber mata pencaharian terbanyak di Desa Ranah. Sebagai mata
pencaharian mayoritas, kelayakan fasilitas insfratruktur di sektor pertanian
sangatlah minim.

Seluruh Penduduk Desa Ranah menganut agama islam dan sangat
kental akan nilai-nilai agamanya. Desa Ranah memiliki tempat ibadah seperti
masjid dan mushola yang digunakan untuk tempat ibadah, tempat
musyawarah dan tempat memperingati acara-acara keagamaan. Jumlah

tempat ibadah Desa Ranah dapat dilihat dari tabel berikut:
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Tabel 2. 5
Jumlah Tempat Ibadah Desa Ranah
No. Tempat Ibadah Jumlah
1. | Masjid 2
2. | Mushola 9

Sumber data: Kantor Kepala Desa Ranah Tahun 2021

Tabel diatas menggambarkan bahwa agama menjadi pondasi paling

penting di Desa Ranah. Desa Ranah juga menanamkan nilai-nilai agama

didalam kehidupan bermasyarakat, terlebih lagi agama merupakan pedoman

paling penting dan utama dalam kehidupan.

B. Gambaran Umum Pemerintahan Desa Ranah

1. Sejarah Pemerintahan Desa Ranah

Dari segi pemerintahan terutama dalam perangkat Desa terdapat

beberapa kali pergantian, berikut tabel masa jabatan Kepala Desa Ranah dari

tahun 2008 sampai sekarang:

Tabel 2. 6
Regulasi Jabatan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Pemerintahan Desa
Ranah

No. Periode Kepala Desa Sekretaris Desa
1. | Tahun 2008-2012 Habibun Nazar Amiruddin

2. | Tahun 2012-2013 H. Syarkawi Amiruddin

3. | Tahun 2013-2014 M. Tausar Amiruddin

4. | Tahun 2014-2016 Doni Ariyanto Amiruddin

5. | Tahun 2016-sekarang | Doni Ariyanto Nur Azmi

Sumber data: Kantor Kepala Desa Ranah Tahun 2021

2. Visi dan Misi Desa Ranah

Visi adalah suatu gambaran yang menantang, tentang keadaan masa

depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa.
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Penyusunan visi di Desa Ranah ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif,
melibatkan dengan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa seperti
Pemerintahan Desa, BPD, tokoh Masyarakat, tokoh Agama, Lembaga
Masyarakat Desa dan masyarakat Desa Umumnya. Pertimbangan kondisi
eksternal di Desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan Kecamatan,
maka berdasarkan pertimbnagan di atas visi Desa Ranah adalah menciptakan
pemerintahan desa yang disiplin, bersih dan beribawa yang berpihak kepada
masyarakat kecil untuk menuju Desa yang maju dan bermartabat.

Visi Desa Ranah adalah “Kebersamaan Dalam Membangun Demi Desa
RANAH Yang Lebih Maju”. Rumusan Visi tersebut merupakan suatu
ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa
Ranah baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (Enam) tahun
ke depan Desa Ranah mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan
dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pelaksanaan Pembangunan.

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan Misi-misi yang memuat
sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya Visi
Desa tersebut. Visi berada diatas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan
kedalam Misi agar dapat dioperasionalkan/ dikerjakan, sebagaimana
pernyataan Visi, Misi pun salam penyusunannya menggunakan pendekatan

dan pertimbangan potensi kebutuhan Desa Ranah, sebagimana proses yang



24

dilakukan. Maka misi desa Ranah adalah :
a. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada
b. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan
pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif.
c. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa
Ranah yang aman, tentram dan damai.
d. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Tujuan Pokok dan Fungsi
Perangkat desa pada umumnya memiliki tujuan dan fungsi yang
berbeda di setiap daerah karena hal ini ditetapkan oleh Peraturan Daerah
masing-masing. Berikut tujuan dan fungsi perangkat Desa Ranah berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa?’:
a. Kepala Desa
Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,
melaksanakan  pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat. Kepala desa mempunyai memiliki fungsi
antara lain:
1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja
pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah

pertanahan, pembinaan ketentraman dan Kketertiban, melakukan

2" peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa
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upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan
penataan dan pengelolaan wilayah;

2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan
prasarana pedesaan, dan pembangunan bidang pendidikan,
kesehatan;

3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban
masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat,
keagamaan, dan ketenagakerjaan;

4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi
masyarakat dibidang budaya, ekonomi, poloitik, lingkungan hidup,
pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;

5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan
lembaga lainnya

Sekretaris Desa
Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang

administrasi pemerintahan. Sekretaris desa memiliki beberapa fungsi:

1) Melaksanakan urusan umum seperti tata naskah, admnistrasi surat
menyurat, arsip, dan ekspedisi;

2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat
desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan
rapat, pengadmnistrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan
pelayanan umum;

3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi
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keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran,
verifikasi administrasi keuangan, dan admnstrasi penghasilan Kepala
Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa
lainnya; dan

Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana
anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventasir data dalam
rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program,

serta penyusunan laporan.

Kepala Urusan

Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan

pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.

1)

2)

3)

Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti, tata
naskah, admnistrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan
penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana
perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadmnistrasian aset,
inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

Kepala urusan keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan
keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi
sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi
keuangan, dan admnstrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa,
BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan

urusan perencanaan seperti, menyusun rencana anggaran pendapatan
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dan belanja desa, menginventasir data dalam rangka pembangunan,
melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan
laporan.
Kepala seksi
Kepala seksi memiliki fungsi sebagai pembantu kepala desa dalam
pelaksanaan teknis pada bidangnya masing-masing.
Kepala dusun
Kepala dusun memiliki fungsi sebagai kepala kewilayahan di batas-

batas wilayah dalam pemerintahan desa.



4. Struktur Organisasi

Bagan 2. 1
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ranah
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Kepala Desa
Sekretaris
Kasi Kasi Kasi Kaur Tata || Kaur Kaur
Pelavana Pemerintah Keseiahtera Usaha dan Keuanoa Perencanaa

Kepala Dusun

Kelapa Dusun

Kepala Dusun

Kepala Dusun

Sumber data: Kantor Kepala Desa Ranah Tahun 2021

Dari bagan 2. 1 diatas diatas menunjukkan bahwa kepala seksi

terdiri atas tiga bagian yaitu pelayanan, pemerintahan, dan kesejahteraan.

Sedangkan kepala urusan terdiri atas tiga urusan yaitu urusan tata usaha dan

umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan. Desa Ranah terbagi atas

empat dusun diantaranya Dusun 1, II, II, dan IV sehingga Desa ranah

mempunyai empat kepala dusun.

Berdasarkan struktur Pemerintahan Desa Ranah, berikut rincian tabel

perangkat-perangkat Desa Ranah yang terlibat didalamnya:




29

Tabel 2. 7

Perangkat Pemerintah Desa Ranah
No. Nama Jabatan
1. | Doni Ariyanto, SH Kepala Desa
2. | Nurazmi Sekretaris Desa
3. | Zar Muhammad Yasri, S. Kom Kasi Pelayanan
4. | Zulhermis Kasi Pemerintahan
5. | M. Nasri Kasi Kesejahteraan
6. | Nur Afni Ahdar Kaur Tata Usaha dan Umum
7. | Rahma Deni, Bs Kaur Keuangan
8. | Muhammad Rohimi, ST Kaur Perencanaan
9. | Darmadi Kepala Dusun |
10. | Jayasman Kepala Dusun Il
11. | Zulhermis Kepala Dusun I11
12. | Zul Kifli Kepala Dusun IV

Sumber data: Kantor Kepala Desa Ranah Tahun 2021

Dari tabel 2.6 diatas dapat dilihat nama-nama perangkat Desa Ranah.

Desa Ranah memiliki tiga kepala urusan, tiga kepala seksi dan empat kepala

dusun yaitu kepala urusan tata usaha dan umum bernama Nur Afni Ahdar,

kepala urusan keuangan bernama Rahma Deni, BS, kepala urusan

Perencanaan bernama Muhammad Rohimi, ST, kepala seksi pelayanan

bernama Zar Muhammad Yasri, S. Kom, kepala seksi pemerintahan bernama

Zulhermis, kepala seksi kesejahteraan bernama M. Nasri, kemudian kepala

dusun | bernama Darmadi, kepala dusun Il bernama Jayasman, kepala dusun

I11 bernama Zulhermis, dan kepala dusun IV bernama Zul Kifli.




BAB IlI

TINJAUAN TEORITIS

A. Teori Pemerintahan Desa

1.

Pengertian Pemerintahan Desa

Istilah desa secara etimologi berasal dari kata swadesi yang berarti
wilayah, tempat, atau bagian yang mandiri dan otonom. Secara umum, desa
adalah aglomerasi permukiman di area pedesaan (rural). Menurut Rahardjo,
desa adalah sebuah komunitas yang selalu dikaitkan dengan kebersahajaan,
keterbelakangan, tradisionalisme, subsistensi, dan keterisolasian.?®

Menurut H. A. W. Widjaja, desa adalah kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak-hak usul yang bersifat
istimewa.” Dan menurut Mashuri Maschab, apabila berbicara desa di
Indonesia maka akan menimbulkan tiga penafsiran. Pertama, desa secara
sosiologis adalah suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk
yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka
saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen,
serta banyak bergantung pada kebaikan-kebaikan alam. Kedua, desa secara
ekonomi adalah desa merupakan satu lingkungan ekonomi, yang
penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Ketiga, desa secara

politik adalah organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara

28 Jefri S. Pakaya, Pemberian Kewenangan pada Desa dalam Konteks Otonomi Daerah,

Jurnal Legislasi Indonesia, VVol. 13 Nomor 1, Maret 2016, h. 75

h. 3

2 H. A. W. Widjaja, Pemerintahan Desa/ Marga, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),

30
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politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari
pemerintahan negara. Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo, desa adalah
sebuah badan hukum dalam pengertian abstrak, yang berlandaskan pada
kedaulatan rakyat dan berhak untuk menentukan hidup matinya sendiri,
menentukan besar-kecilnya sendiri, mengatur dan mengurus pemerintahan
dan rumah tangganya sendiri, serta berhak mempunyai harta benda dan
sumber keuangan sendiri termasuk hak atas tanah dengan airnya, gunungnya,
dan jurangnya.*

Berdasarkankan peraturan perundangan-undangan, dalam pasal 1 angka
1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak
asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas
mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa yang
diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah. Pemimpin pemerintahan
desa, seperti yang tertuang dalam dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah
kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,

pembangunan, dan kemasyarakatan.

% Eka N. A. M. Sihombing, Hukum Pemerintahan Daerah, (Malang: Setara Press, 2020),
h. 155-156
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Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan
desa adalah pemerintahan desa yaitu penyelenggaraan urusan dan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang disebut
Pemerintah Desa adala Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD).

Asas-Asas Pemerintahan Desa

Asas-asas penyelenggaran pemerintahan desa berdasarkan Pasal 24
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

a. Kepastian hukum, harus berlandaskan pada peraturan yang ada di
undang-undang , dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan,
penyelenggaraan, dan menegedepankan keadilan bagi setiap masyarakat.

b. Tertib penyelenggaraan  pemerintahan, yang  disenggelarakan
pemerintahan harus melihat keteraturan, keserasian, serta keseimbangan
terhadap pengendalian penyelenggaraan tersebut.

c. Tertib kepentingan umum , yang diselenggarakan pemerintahan harus
mengutamakan kepentingan umum, penyelenggaraan pemerintahan harus
mendengarkan  aspirasi  setiap  masyarakat, selektif terhadap
penyelenggaraan.

d. Keterbukaan, pemerintah harus transparan terhadap masyarakat
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e. Proporsionalitas, pada asas ini menegaskan jangan sampai dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa antara hak dan kewajiban tidak
seimbang, jangan sampai haknya sedikit, kewajibannya terlalu banyak
dan begitupun sebaliknya.

f.  Profesionalitas, penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus benar-benar
dijalankan dengan profesional dan sesuai kode etik dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

g. Akuntabilitas, penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

h. Efektifitas dan efisiensi, Pemerintahan Desa harus memiliki tujuan yang
jelas dan juga tujuan itu harus berdampak positif bagi kalangan
masyarakat

i. Kearifan lokal, penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus sesuai dengan
kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa setempat.

j.  Keberagaman, dapat mengayomi setiap kalangan masyarakat desa.
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa harud memberikan pikiran yang
baru bagi masyarakat

k. Partisipatif, harusnya semua elemen yang ada di desa tersebut terlibat

aktif dalam pelaksanaan pemerintahan desa.*

31 https:  //lwww.academia.edu/11080401/ Asas_Penyelenggaraan_Pemerintahan Desa
Berdasarkan_UU_Desa, diakses pada tanggal 30 Agustus 2021



https://www.academia.edu/11080401/Asas_Penyelenggaraan_Pemerintahan_Desa_Berdasarkan_UU_Desa
https://www.academia.edu/11080401/Asas_Penyelenggaraan_Pemerintahan_Desa_Berdasarkan_UU_Desa
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3. Dasar Hukum Pemerintahan Desa
Pemerintahan desa diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
telah ada di Indonesia sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelakasanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari APBN
d. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan
Desa
e. Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
f. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa
g. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa*
4. Sejarah Pemerintahan Desa
Pemerintahan desa sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan
sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Berikut penjabaran sejarah
pemerintahan desa dari zaman Hindia Belanda hingga sekarang:
a. Zaman Pemerintahan Hindia Belanda
Pada zaman ini, desa atau pemerintahan desa diatur dalam Pasal

118 jo. Pasal 121 I. S. yaitu Undang-Undang Dasar Hindia Belanda.

32 http://ringdikit-buleleng.desa. id/index.php/first/artikel/44-Dasar-Hukum-Penyelenggar

aan - Pemerintahan-Desa, diakses pada tanggal 30 Agustus 2021



http://ringdikit-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/44-Dasar-Hukum-Penyelenggar%20aan%20-%20Pemerintahan-Desa
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Dalam pasal ini menjelaskan bahwa penduduk negeri/ asli dibiarkan
dibawah langsung dari kepala-kepalanya sendiri (pimpinan). Kemudian
pengaturan lebih lanjut tertuang dalam 1GOB (Inlandsche Gemeente
Ordonantie Buitengewesten) LN 1938 Nomor 490 yang berlaku sejak 1
Januari 1939 LN 1938 Nomor 681.%

Desa adalah masyarakat adat yang berfungsi sebagai kesatuan
wilayah. Pemerintah terdepan dalam rangka Pemerintahan Hindia
Belanda dan merupakan Badan Hukum Indonesia (IGOB STB 1938 No.
490 jo 681). Sedangkan bentuk dan susunan pemerintahannya ditentukan
berdasarkan hukum adat masing-masing daerah. Adapun dasarnya adalah
Indische Staasgeling dan IGOB Stb. 1938 No. 490 jo 681.

Adapun tugas, kewenangan, serta lingkup pemerintahan meliputi
bidang perundangan, pelaksanaan, keadilan, dan kepolisian. Desa pada
saat ini memiliki otoritas penuh dalam mengelola dan mengatur
wilayahnya sendiri termasuk ketertiban dan keamanan berupa kepolisian.
Selain itu masing-masing wilayah tersebut memiliki pengaturan hak
ulayat atau hak wilayah.

b. Pemerintahan Desa Awal Kemerdekaan
Pada awal kemerdekaan, pemerintahan desa tertuang dalam UUD
1945 Pasal 18 Penjelasan Il yang berbunyi:
“Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250

“Zelfbesturendelandschappen” dan "Volksgemeenschappen” seperti

® Dodi Haryono, Mexsasai Indra, Dessy Artina, dan Junaidi, Model Penataan
Kelembagaan Pemerintah Kampung Adat di Kabupaten Siak, (Pekanbaru, Alaf Riau: 2016), h. 36
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desa di Jawa dan Bali, negeri di Minang Kabau, dusun dan marga
di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai
susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah
yang bersifat Istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati
kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan
negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak
asal usul daerah tersebut”.

Kemudian pengaturan lebih lanjut tertuang dalam Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pembentukan Desa Praja atau daerah
otonom adat yang setingkat diselurun Indonesia. Namun dalam
perkembangannya peraturan ini tidak sempat dilaksanakan karena sesuatu
alasan tertentu pada waktu itu.>*

Pemerintahan Desa Masa Orde Baru

Pada masa orde baru, pemerintahan desa diatur dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang mana didalamnya mengatur desa dari
segi pemerintahannya, berbeda dengan Pemerintahan Marga disamping
juga mengatur ada istiadat. Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah
pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Masyarakat
Desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari Pemerintah Desa
dibantu oleh Perangkat Desa yang sendiri dari Sekretariat Desa dan

Kepala Dusun.*

* pid., h. 38
% Ibid., h. 38
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Menurut Undang-Undang ini juga mengisyaratkan Desa dibentuk
dengan memperhatikan syarat-syarat luas wilayah, jumlah penduduk, dan
syarat-syarat lainnya yang akan ditentukan lebih lanjut oleh masyarakat
desa. Sementara itu, tugas dan kewenangan pemerintahan desa dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah sebagai berikut:*

1) Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan
penyelenggaraan  dan  penanggungjawab  utama  dibidang
pemerintahan.

2) Pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan desa

3) Urusan pemerintahan desa termasuk pembinaan ketentraman dan
ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dikenal dengan istilah
Lembaga Masyarakat Desa (LMD). Lembaga Masyarakat Desa adalah
lembaga permasyarakatan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas
Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan
Pemuka-pemuka Masyarakat di desa yang bersangkutan. Secara prinsipil
setiap wakil tentulah melihat dirinya sebagai wakil negara yang berada di
dalam batas lingkup perwakilannya secara keseluruhan oleh karena itu

para wakil tersebut disebut sebagai wakil rakyat.

% Ibid., h. 39
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d. Pemerintahan Desa Masa Reformasi (tahun 1999-sekarang)
1) Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999

Berdasarkan pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1979 tidak sesuai dengan jiwa Undang Undang Dasar 1945
sehingga perlu diganti/ dicabut. Dikarernakan perlu untuk mengakui
serta menghormati hak asal-usul yang bersifat istimewa. Penggantian
Undang Undang ini diawali dengan dikeluarkannya Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya
mnengatur tentang Pemerintahan Desa.>’

Kehidupan politik di pemerintahan desa masuk kedalam suatu
bentuk baru setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999  mengalami  perubahan  setelah  munculnya  Badan
Permusyawaratan Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat,
membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan desa.

Didalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
disebutkan bahwa pemerintahan desa dibentuk dari Pemerintah Desa
dan Badan Perwakilan Desa yang merupakan pemerintahan desa.
Pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Perangkat Desa terdiri dari unsur-unsur pelayananan seperti

¥ HAW Widjaya, Otonomi Desa adalah Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh, (Jakarta,
Raja Grafindo Persada: 2003), h. 89
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Sekretariat Desa atau Tat Usaha, unsur pelaksana teknis lapangan dan

unsur Pembantu Kepala Desa diwilayah bagian desa seperti Kepala

Dusun. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa adalah suatu

lembaga yang anggota-anggotanya dipilih dari dan oleh penduduk

desa Warga Negara Republik Indonesia.*®

Bentuk pemerintahan desa berdasarkan undang-undang ini
adalah Desa/ Marga dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung
dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat dengan
persetujuan Pemerintah Kabupaten dan Badan Perwakilan Daerah
setempat. Tugas dan kewenangan pemerintah melingkupi:

a) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;

b) Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku belum dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah dan
Pemerintah; dan

c) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan
Pemerintahan Kabupaten.

Desentralisasi fiskal yang dianut oleh Undang Undang Nomor

22 Tahun 1999 memang memandang desa dengan sebelah mata dan

memberikan kekuasaan yang luar biasa kepada pemerintahan

Kabupaten. Melalui penetapan sumber-sumber keuangan desa,

pemerintah hendak menjadikan Desa tergantung kepada Kabupaten,

%8 Dodi Haryono, Mexsasai Indra, Dessy Artina, dan Junaidi, Op. Cit., h. 42
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selain juga memaksa masyarakat untuk membiayai urusan desa
melalui swadaya dan gotong royong.**

2) Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun
2004

Dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini, Pemerintah
Desa adalah terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa. Perangkat
desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris
desa sebagaimana yang dimaksud ditempati oleh pegawai negeri sipil
yang memenuhi persyaratan.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa menurut
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah mencakup:*

a)  Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul
desa;
b)  Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/

Kota yang diserahkannya pengaturannya kepada desa;

c) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintahan Provinsi,

Pemerintahan Kabupten/ Kota; dan
d) Urusan pemerintahan lainnya yang diatur oleh peraturan

perundang-undangan diserahkan kepada desa.

3) Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun

2014

¥ 1pid., h. 42
0 Ibid., h. 44
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Pemerintah membentuk Undang Undnag Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa esensinya untuk memisahkan antara Desa dan Desa Adat.

Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir
sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal
usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan
dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan
ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta
pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Desa
Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan
Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah
Kabupaten/ Kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat
mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah. Oleh sebab itu, dimasa depan Desa dan Desa Adat dapat
melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan
pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya
guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat

wilayahnya.**

B. “Teori Tugas Pembantuan

.

Pengertian Tugas Pembantuan
Tugas pembantuan dalam pemerintahan daerah adalah tugas untuk ikut
melaksanakan peraturan perundang-undangan bukan saja yang ditetapkan

olen pemerintah pusat akan tetapi juga yang ditetapkan oleh pemerintah

L Ibid., h. 45
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daerah tingkat atasnya.*> Adapun pengertian tugas pembantuan menurut para

ahli adalah sebagai berikut:

a.

Menurut Irawan Soejito, tugas pembantuan itu dapat berupa tindakan
mengatur atau dapat pula berupa tugas eksekutif. Daerah yang mendapat
tugas pembantuan diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kepada
menugaskannya.

Bagir Manan mengatakan bahwa pada dasarnya tugas pembantuan adalah
tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.
Daerah terikat melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk
yang diperintahkan atau diminta dalam rangka tugas pembantuan.

Amrah Muslimin menafsirkan tugas pembantuan adalah kewenangan
pemerintah daerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari pemerintah
pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya.

Menurut Bayu Surianingrat, tugas pembantuan tidak mengalihkan suatu
urusan menjadi urusan yang diberi tugas, tetapi tetap merupakan urusan
pusat atau pemerintah tingkat atasnya yang memberi tugas. Pemerintah
dibawahnya sebagai penerima tugas bertanggung jawab kepada yang
memberi tugas dan turut serta melaksanakan urusan pemerintahan yang
bersangkutan.®?

Pengertian Tugas Pembantuan juga terdapat dalam peraturan

perundang-undangan Indonesia, berikut penjabarannya dari beberapa

peraturan perundang-undangan:

2 Eka N. A. M. Sihombing, Op. Cit., h. 53
*% bid., h. 53
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a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, tugas pembantuan
adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan
yang ditugaskan kepada daerah.**

b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, tugas pembantuan
adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dari daerah ke
desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana
dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan
pelaksanaannyadan = mempertanggungjawabkannya  kepada  yang
menugaskan.*

c. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tugas pembantuan
adalah suatu bentuk penugasan dari unsur pemerintah pusat kepada
daerah (provinsi, kabupaten dan kota) juga dapat kepada desa, dan dapat
juga dilakukan pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan juga
desa, serta juga dapat dilakukan pemerintah kabupaten/kota kepada desa.
Sehinga tugas pembantuan dapat dilakukan pemerintah pusat dalam
bentuk penugasanlangsung kepada desa.*®

d. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tugas pembantuan
adalah suatu bentuk penugasan pemerintah pusat kepada daerah untuk
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada pemerintah

kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang

* Ppasal 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan
Daerah

*® pasal 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

%® pasal 1 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
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menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan dalam Undang-Undang
ini tidak ada dinyatakan bahwa tugas pembantuandiberikan kepada desa
seperti Undang-Undang sebelumnya, sehingga tugas pembantuan dalam
Undang-Undang ini haenya sampai kepada kabupaten/ kota.*’
Berdasarkan beberapa pendapat para ahli dan pengertian dari peraturan
perundang-undangan diatas, dapat disimpulkan bahwa tugas pembantuan
adalah suatu bentuk penugasan dari pemerintahan pusat kepada daerah atau
pemerintahan yang memiliki tingkatan diatasnya dan pemerintahan yang
diberikan tugas bertanggung jawab kepada pemerintah yang diatasnya yang
memberikan penugasan.
Asas-asas Tugas Pembantuan
Setiap penyelenggaraan pemerintahan oleh aparatur pemerintah dalam
meemberikan pelayanan kepada masyarakat maupun dalam melaksanakan
pembangunan di lingkup pemerintahan desa, perlu didasari oleh nilai-nilai
dan alasan-alasan yang baik termasuk dalam penyelenggaraan tugas
pembantuan. Pada hakikatnya, tugas pembantuan dilatarbelakangi:*®
a. Adanya peraturan perundang-undangan yang mebuka peluang
dilakukannya pemeberian tugas pembantuan dari pemerintah ke daerah
b. Adanya political will atau kemauan politik untuk memberikan pelayanan
yang lebih baik kepada seluruh lapisan masyarakat dengan prinsip lebih

murah, lebih cepat, lebih mudah, dan lebih akurat. Untuk kepentingan

* pasal 1 Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
*® Eka N. A.M. Sihombing, Op. Cit., h. 54
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tersebut perlu dilakukan pemberian pelayan dengan mempergunakan asas
mendekati konsumen

c. Adanya Kkeinginan politik untuk menyelenggarakan pemerintahan,
pembanguinan, dan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara lebih
ekonomis, lebih efisien, lebih efektif, serta lebih transparan dan
akuntabel. Untuk itu, perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langakah dan
tindakan yang konkret

d. Kemajuan negara secara keseluruhan akan sangat ditentukan oelh
kemajuan daerah. Dengan demikian, memberdayakan daerah secara tidak
langsung akan berarti memajukan negara secara kesuluruhan

e. Citra pemerintah pusat akan lebih mudah diukur dengan masyarakat
melalui maju atau mundurnya suatu daerah. Citra itulah kemudian akan
memperkuat atau memperlemah dukungan masyarakat terhadap
pemerintah yang sedang berkuasa.

3. Aplikasi Tugas Pembantuan
Aplikasi adalah penggunaan atau penerapan suatu konsep yang menjadi

pokok pembahasan. Dapat diartikan disini menjabarkan rincian dari

penerapan tugas pembantuan di Indonesia melalui beberapa program yang

telah direncanakan pihak yang mendapat tugas pembantuan dan telah

disetujui oleh pihak yang menyerahi tugas. Berikut beberapa contoh aplikasi

tugas pembantuan di Indonesia:
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a. Tugas Pembantuan di Bidang Pertanian

Sebagai contoh, melihat penerimaan tugas pembantuan oleh

Pemerintahan Jawa Barat yang diberikan oleh Kementrian Pertanian.

Tujuan pemberian tugas pembantuan beserta anggaran adalah untuk

meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan

dan pelayanan umum.*

Berikut Program dari tugas pembantuan di Pemerintahan Provinsi

Jawa Barat:

1) Pengelolaan air irigasi untuk pertanian

2) Perluasan areal dan dan pengelolan lahan pertanian

3) Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian

4) Fasilitas pupuk dan peptisida

5) Pelayanan pembiayaan pertanian dan pengembangan usaha
agribisnis perdesaan

Berikut Output dari tugas pembantuan di Pemerintahan Jawa Barat:

1) Pembangunan sumber air 5 unit, konservasi air dan antisipasi
anomali iklim 48 unit, pengembangan jaringan irigasi 45. 750 ha,
pemberdayaan kelembagaan 36 unit.

2) Pengembangan optimasi lahan 2.480 ha, perluasan sawah 300 ha,

layanan perkantoran 12 bulan, pengembangan SRI (System of Rice

Intefication) 35. 420 ha, pra/ pasca sertifikasi lahan pertanian 11 pkt,

L aporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Tahun 2014,

h. V-3
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perluasan areal Holtikultura/ perkebunan/ pertenakan 240 ha,
percepatan optimasi lahan 21. 850 ha

3) Bantuan PO, bantuan traktor R-2 dan R-4 serta bantuanpompa air
1440 ha, , operasional pengembangan, pengawasan dan kelembagaan
alsintan 9 pkt, layanan perkantoran 12 bulan

4) Pendampingan penyaluran pupuk 24 pkt, penguatan komisi
pengawasan pupuk peptisida (KP3) 14 PKT.*

b. Tugas Pembantuan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan
Salah satu contoh atau penerapan tugas pembantuan dalam bidang
ini terjadi di Kota Denpasar yakni pengembangan sarana distribusi
perdagangan/ pasar rakyat. Program ini dilaksanakan oleh Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar pada tahun 2016.>

C. ~Teori Peranan
1. Pengertian Peranan
Peranan menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang
diharapkan dimiliki oleh yang kedudukan di masyarakat. Dalam bahasa
Inggri peranan disebut “role” yang defininya adalah “person’s task or duty in
undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha

atau pekerjaan”.*” Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan

*% |bid., h. V-4 sampai V-5

> Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun 2016, h.
V-5

%2 Hasan Mukmin, Peranan Fakultas Dakwah sebagai Lembaga Dakwah Kampus( LDK)
dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung, (Lampung: Pusat Penelitian dan
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dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan
peranan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu
peristiwa.>®

Peran menurut Koentrajaraningrat, berarti bahwa tingkah laku yang
memutuskan suatu keadaan tertentu, dengan demikian konsep peran menujuk
kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/
posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran
adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus
bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan
fungsi sosialnya.

Peranan menurut Soejono Soekanto didalam bukunya yang berjudul
Sosiologi Suatu Pengantar merupakan aspek dinamis kedudukan (status).
Perbedaan antara peranan dan kedudukan adalah untuk kepentingan ilmu
pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena saling
bergantung sama lain. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan mempunyai
dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari
pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan
menentukan apa saja yang diperbuatnyabagi masyarakat serta kesempatan-
kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Secara ringkas
dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam suatu

hierarki organisasi, semakin sedikit keterampilan teknis yang diperlukan.

Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung,
2014), h. 62

%% Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 2007), Ed. Ke-3, Cet Ke-4, h. 854
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Sebaliknya, semakin rendah kedudukan seseorang dalam suatu hierarki

organisasi, semakin penting keterampilanteknis yang diperlukan.®*

Adapun syarat-syarat peran menurut Soejono Soekanto mencakup tiga
hal penting, antara lain sebagai berikut:

a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau
tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan
rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam
kehidupan kemasyarakatan.

b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh
individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi

c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi
struktur sosial masyarakat.™

Perilaku individu adalah aktivitas seorang atasan dalam perencanaan,
pengoraganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian untuk
mengambil keputusan tentang kecocokan antar individu, tugas pekerjaan
efektivitas. Keputusan tersebut dipengaruhi oleh ciri atasan dan bawahan
yang dipengaruhi oleh perilaku individu. Ada empat ciri utama individu,
yaitu:

a. Persepsi (perception) adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan

oleh individu.

> parlindungan Marpaung, Peranan Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan

Insfraturuktur Desa di Desa Hiliserangkai Kecamatan Idanotae Kabupaten NiasSelatan, Jurnal
Darma Agung, Vol. XXVII, Nomor 1, April 2019, h. 847
> Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 243
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b. Sikap (attitude) adalah kesiapsiagaan mental yang diorganisasikan
melalui pengalaman yang memiliki pengaruh tertentu terhadap tanggapan
seseorang terhadap orang, obyek, dan situasi yang berhubungan
dengannya.

c. Kepribadian adalah serangkaian ciri yang relatif mantap, kecendrungan
dan perangai yang sebagian besar dibentuk oleh faktor keturunan dan
oleh faktor-faktor sosial, kebudayaan dan lingkungan.

d. Belajar adalah proses terjadinya perubahan yang relatif tetap dalam
perilaku sebagai akibat dari praktek.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa
peranan adalah suatu komplek penghargaan seseorang terhadap cara
menentukan sikap dan perbuatan dalam situasi tertentu berdasarkan atas
kedudukan sosial tertentu.®

2. Peranan Kepala Desa

Kepala desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia. Kepala desa
merupakan pemimpin dari pemerintah desa. Masa jabatan kepala desa adalah
6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan
berikutnya. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada camat, namun

hanya dikoordinasikan saja oleh camat.”’

% perlindungan Marpaung, Op., Cit, h. 848

> Selni Paru, Markus Kaunang, dan Ismail Sumampouw, Peran Kepala Desa dalam
Pelaksanaan Pembangunan di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu, Jurnal Jurusan Ilimu
Pemerintahan, VVol. 2 Nomor 2 Tahun 2019, h. 5-6



51

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa,

melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan

pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam tugas pembantuan berdasarkan Pasal 46 Peraturan Pemerintah

Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, kepala

desa yang telah ditugasi tugas pembantuan harus melakukan:*®

a.

Kepala desa melakukan persiapan dan koordinasi dengan badan
permusyawaratan desa, kecamatan, dan pemerintah Kabupaten/ Kota
berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan
dari Pemerintah dan/ atau Pemerintah Provinsi

Kepala desa melakukan persiapan dan koordinasi dengan badan
permusyawaratan desa dan kecamatan berkaitan dengan penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang ditugaskan dari pemerintah Kabupaten/ Kota
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan, kepala
desa memperhatikan norma, standar, pedoman, kriteria, dan kebijakan
pemerintah atau pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/
kota

Camat mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pembantuan Provinsi/

Kabupaten/ Kota yang ditugaskan kepada desa.™

%8 Eka N. A. M. Sihombing, Op. Cit., h. 166
% pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008
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Hal-hal yang mempengaruhi peranan kepala desa dalam melaksanakan asas
tugas pembantuan
Hal yang mempengaruhi peranan kepala desa terbagi atas dua aspek
yakni kendala internal dan kendala eksternal.
a. Kendala internal adalah hal yang menyangkut bagian dalam
pemerintahan desa.
b. Kendala eksternal adalah hal yang terkait dengan apa yang terjadi luar

pemerintahan desa.



BAB V

PENUTUP

A. —Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan judul Peranan Kepala

Desa dalam Pembangunan Jalan Tani sebagai Pelaksanaan atas Asas Tugas

Pembantuan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Studi di Desa Ranah Kecamatan Kampar

Kabupaten Kampar), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Peranan kepala desa dalam pembangunan jalan tani sebagai pelaksanaan atas
asas tugas pembantuan di Desa Ranah terdapat beberapa hal yang tidak sesuai
dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008.
Adapun hal-hal yang tidak sesuai diantara lain terkait dengan
penyelenggaraan, pelaporan dan peratnggungjawaban yang mana dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 disebutkan bahwa yang berperan
dalam hal tersebut adalah kepala desa sedangkan yang terjadi dalam
pelaksanaannya kepala desa tidak berperan seperti yang disebutkan. Yang
berperan adalah Badan Koordinasi Desa yang telah ditunjuk, sehingga peran
kepala desa dalam asas tugas pembantuan dalam pembantuan jalan tani
adalah sebatas perencanaan dan koordinasi.

Adapun kendala peranan kepala desa dalam pembangunan jalan tani sebagai

pelaksanaan atas asas tugas pembantuan di Desa Ranah adalah sulitnya untuk
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dapat merealisasikan asas tugas pembantuan seperti pembangunan jalan tani
didesanya, karena melihat apa yang telah terjadi, kepala desa tidak
mempunyai hak untuk meminta secara langsung kepada pemerintah pusat
dalam hal ini kementrian pertanian untuk pelaksanaan tugas pembantuan
pembangunan jalan tani dikarenakan dalam prosedur dilapangan yang terjadi
adalah kepala desa meminta bantuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
untuk menyampaikan aspirasi desa kepada pemerintah pusat. Kemudian
kendala lainnya adalah dikarenakan terlalu banyak jalan di Desa Ranah yang
rusak akibat bencana alam termasuk jalan tani, hal ini menyebabkan
pemerintahan desa ranah yakni kepala desa lebih mementingkan jalan-jalan
utama atau umum yang rusak ditambah lagi dengan adanya pemotongan
anggaran akibat wabah penyakit.
B. Saran
Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, terdapat beberapa hal sebagai
masukan untuk meningkatkan khazanah keilmuan mengenai Peranan Kepala Desa
dalam Pembangunan Jalan Tani sebagai Pelaksanaan atas Asas Tugas
Pembantuan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Studi di Desa Ranah Kecamatan Kampar
Kabupaten Kampar). Dalam hal ini saran tersebut adalah sebagai berikut:
1. Memperjelas sistem pemberian tentang asas tugas pembantuan agar
pemerintah desa terutama kepala desa mudah dalam pengembangan desanya.
2. Memperjelas perencanaan desa setiap tahun agar anggaran yang ada di

pemerintahan desa ranah menjadi lebh efisien sehingga jalan tani yang rusak
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dapat diperbaiki, karena dari yang peneliti lihat dilapangan tidak efisiennya
penggunaan anggaran sehingga jalan tani yang rusak setelah beberapa tahun
belum juga mengalami perbaikan.

Dan bagi yang ingin meneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti
penelitian yang serupa pada mahasiswa lainnya, sehingga dapat menambah
data mengenai Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Jalan Tani sebagai
Pelaksanaan atas Asas Tugas Pembantuan Menurut Peraturan Pemerintah

Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
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Kepada

Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama ‘ARIADY

NIM 11727100170

Jurusan IImu Hukum S1

Semester :VIII (Delapan)

Lokasi :Kantor Kepala Desa Ranah

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:‘PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN JALAN TANI SEBAGAI
PELAKSANAAN ATAS ASAS TUGAS PEMBANTUAN MENURUT PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG DEKONSENTRASI DAN TUGAS
PEMBANTUAN STUDI DI DESA RANAH KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN
KAMPAR
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Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (‘tiga) bulan terhitung mulai
= tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
2 memberikah izin guna terlaksanya riset dimaksud.

= 3 Demikian disampaikan. terima kasih.
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Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2|



JURNAL HUKUM ISLAM

Journal For Islamic Law
JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
HP. 081275158167 — 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:
NAMA : ARIADY
NIM : 11727100170

JURUSAN  : ILMU Hukum

JUDUL : PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN JALAN
TANI SEBAGAI PELAKSANAAN ATAS ASAS TUGAS
PEMBANTUAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG DEKONSENTRASI DAN
TUGAS PEMBANTUAN (STUDI DI DESA RANAH KECAMATAN
KAMPAR KABUPATEN KAMPAR)

Pembimbing : Peri Pirmansyah, M.H

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang

telah ditetapkan.

Pekanbaru, 15 Mei 2022
b # Pimpinan redaksi
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bt. M. Abi Byahrin., SH., MH. CPL
NIP. 19880450 201903 1 010




RIWAYAT HIDUP PENULIS
ARIADY, Penulis lahir di Ranah pada tanggal 05 Desember
1999 merupakan anak semata wayang, lahir dari pasangan
Bapak Abdul Malik dan Nurazimar. Pada tahun 2005, penulis

mengecap dunia Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 190 Jambi

Timur. Lulus pada tahun 2011. Setelah itu, pada tahun 2011 penulis melanjutkan
Pendidikan di SMP Negeri 1 Kampar , dan menamatkan Pendidikan pada tahun
2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan menengah atas di
SMA Negeri 1 Kampar dan menamatkan Pendidikan pada tahun 2017, pada tahun
yang sama berkat restu dan doa kedua orang tua, penulis melanjutkan Pendidikan
Strata-1 (S-1) tepatnya di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah
dan Hukum, dengan jurusan llmu Hukum dan menamatkan Pendidikan pada
tahun 2022.

Berkat rahmat dan karunia Allah SWT serta doa dan dukungan dari orang-
orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan sekripsi dengan judul,
“Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Jalan Tani Sebagai
Pelaksanaan Atas Asas Tugas Pembantuan Menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ( Studi
di Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar)”, dibawah
bimbingan langsung Bapak Peri Pirmansyah, M. H. Berdasarkan hasil ujian
Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 30 Maret 2022, penulis

dinyatakan LULUS dan ntelah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).



